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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI 

 
A. Pengertian Mediasi 

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.1 

Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa 

dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, 

dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak 

yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak 

berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.2 Terdapat 

beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut: 

1. Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi 

terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat 

diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan 

untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih 

dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian 

permasalahan yang disengketakan.3 

2. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses 

dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara 

                                                 
1 Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan. 
2  Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, (Yogyakarta: Penerbit 

Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.  
3 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

(Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 57. 
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sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari 

alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi 

kebutuhan mereka.  

3. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif 

Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian 

diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

atau penilaian ahli.  

4. Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai 

proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu 

para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk 

kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan 

yang disengketakan.4  

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan 

mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan 

bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan 

atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk 

terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan 

tukar pendapat untuk mencapai mufakat. 

Dari beberapa definisi mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan 

tentang ciri dari proses mediasi misalnya:  

                                                 
4 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. 

Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 24- 25.  
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1. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparsial, artinya tidak terlibat atau 

terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparsial dalam arti 

juga tak memihak dan tak bias. 

2. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang 

memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun 

pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus 

diterima di kedua belah pihak. 

3. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima 

tanpa paksaan dari pihak manapun. 

4. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan 

dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan 

kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator 

adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah 

mengontrol isi dari negosiasi.5   

Adapun elemen-elemen mediasi adalah:  

1. Penyelesaian sengketa secara sukarela. 

2. Intervensi atau bantuan. 

3. Pihak ketiga yang tidak memihak. 

4. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus. 

5. Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam 

sengketa terutama mediator.6 

                                                 
5 Musahadi, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, (Semarang: Walisongo 

Mediation Center, 2007), hlm. 84. 
6 Abdul Manan, Op. Cit., hlm. 176. 
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Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan 

pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga 

independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi 

sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak 

memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui 

lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.7 Dalam 

mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari 

keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu 

mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, 

mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti 

ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang 

memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator 

yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat 

membawa kegagalan. 

Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting 

yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, 

peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar 

bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa 

lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para 

pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang 

                                                 
7 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), hlm. 91. 
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dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif 

yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. 

Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk 

memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan 

penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran 

menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga 

bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan 

(agreement) dari para pihak.8  

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk 

menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan 

masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan 

tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa 

mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri 

dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis 

perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui 

prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas 

putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan 

ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui 

perdamaian dengan bantuan mediator. 

Dengan menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa 

akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses 

                                                 
8 Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6-7. 
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litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini 

akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan 

proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan 

membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor 

psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama- sama dapat menerima 

keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan 

mediator maka mereka akan lebih melaksanakan mediasi dengan 

kesukarelaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, 

memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika 

para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur 

oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga 

menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal 

masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan 

mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan 

kepentingan, seorang mediator membantu para pihak untuk merangkai suatu 

kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar 

kejujuran mereka sendiri.9 

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki 

karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:  

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

berdasarkan perundingan. 

                                                 
9 http: //hukumonline.com. 
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2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam 

perundingan. 

3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari 

penyelesaian. 

4. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan 

penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak 

terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal 

kesepakatan. 

5. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama 

perundingan berlangsung. 

6. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan 

yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri 

sengketa. 

 

B. Dasar Hukum Mediasi 

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari 

sistem ADR (Administrative Alternative Dispute Resolution)di Indonesia 

adalah: 

1. Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang 

mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat. 

2. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah 

untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya. 
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3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 

yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 

menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar 

perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 

4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha 

penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”. 

4. Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam berbagai undang-

undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; 

UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 

tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No. 

15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan 

Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia 

Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 

tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU 

No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 

Rbg. 
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6. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah 

dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008. 

Disamping dasar hukum di atas, sebenarnya sejak dahulu hukum 

positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

sebagaimana yang diatur dalam: 

1. Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di 

seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan 

ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di 

samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-

peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. 

Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau 

melalui wasit tetap diperbolehkan. 

2. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu 

perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, 

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang 

sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. 

Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”. 

3. Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri 

perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak 

merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun 

maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa 

yang dituliskan”.  
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4. Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para 

pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang 

penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan 

kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak 

dirugikan. 

5. Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni 

pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan 

lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam 

pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan 

cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan 

tetapi, Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci 

dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang 

Arbitrase.10 

Al Qur’an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di 

kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah Allah 

di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal 

dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan 

                                                 
10 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 164-165. 
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menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat 

terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan 

merujuk pada sejumlah ayat Al Qur’an, hadist Nabi, praktik adat dan berbagai 

kearifan lokal. 

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam 

penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan 

lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari 

kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral 

dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, 

menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam 

mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 9-10. 

نـَهُمَا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهمُاَ عَلَى الأُْخْرَ  تَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيـْ ى وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ
نـَهُمَا باِلْعَدْلِ  فَـقَاتلُِوا التيِ تَـبْغِي حَتى تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللهِ فإَِنْ فاَءَتْ فَأَصْلِحُوا بَـيـْ

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ  )9(وَأقَْسِطُوا إِن اللهَ يحُِب الْمُقْسِطِينَ  إِنم
 )10-9الحجرات: (لَعَلكُمْ تُـرْحمَُونَ  وَاتـقُوا اللهَ 

Artinya: “Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua 
golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka 
perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu 
kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya 
dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang 
berlaku adil. Sesungguhnya orang- orang mukmin bersaudara, 
karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan 
bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al 
Hujurat: 9-10).11 

 

                                                 
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2003), hlm. 846. 
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Bagi sebagian kalangan, ayat ini telah dijadikan legitimasi untuk 

penggunaan kekerasan dalam Islam, dan kemudian menyangkal hipotesis 

orang yang cinta damai. Padahal esensi ayat ini mendukung konsep mediasi 

atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa secara fair dengan intervensi pihak 

ketiga. Misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi, dan setiap 

muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Mereka mesti melakukan 

rekonsiliasi dengan setiap pihak, karena rekonsiliasi/ perdamaian/ 

pemufakatan  adalah jalan terbaik penyelesaian konflik. Tertuang juga dalam 

Al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 114. 

رَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْوَاهُمْ إِلا مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُو  لاَ � فٍ أوَْ إِصْلاَحٍ بَـينَْ خَيـْ
النسآء: فَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا (الناسِ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْ 

114( 

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali 
bisikan- bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, atau 
berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara 
kamu(manusia). Dan barang siapa yang berbuat demikian karena 
mencari keridhoan Allah kelak Kami memberinya pahala yang 
besar”. (QS. An- nisa’: 114).12 

 
Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama 

dikenal dalam praktek hukum Islam. Mediasi sebenarnya adalah istilah baru 

yang di dalam Islam disebut dengan tahkim. Praktek penyelesaian sengketa 

melalui mediasi (tahkim) juga telah disebutkan dalam Al Qur’an surat An-

Nisa’ ayat 35 yang berbunyi:  

                                                 
12 Ibid., hlm. 140. 



 32 

يرُيِدَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَـيْنِهِمَا فاَبْـعَثُوا حَكَماً مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أهَْلِهَا إِنْ 
نـَهُمَا إِن اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً    )35النسآء: . (إِصْلاحاً يُـوَفقِ اللهُ بَـيـْ

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal.”(QS. An-Nisa’: 35).13 

 
Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam 

penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non 

kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab 

terjadinya konflik.14 

 
C. Prinsip-Prinsip Mediasi 

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi 

dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi:  

1. Mediasi Bersifat Sukarela 

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui 

mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari 

sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada 

kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dengan 

demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau 

pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa 

dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya. 

                                                 
13 Ibid., hlm. 123.  
14 Syahrial Abbas, op.cit, hlm. 138. 
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Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada 

kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi 

sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban 

bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi 

tersebut. 

2. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan 

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang 

mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada 

prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi 

adalah sengketa keperdataan. 

3. Proses Sederhana 

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana 

dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika 

penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika 

kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa 

melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk 

lainnya. Putusan bersifat final and binding yang artinya putusan tersebut 

bersifat inkracht atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

4. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak 

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang 

dapat menghadiri sessi-sessi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan 

badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat 

kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena 
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para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang 

mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.  

 

5. Mediator Bersifat Menengahi 

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk 

menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui 

tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan 

pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan 

memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa 

tersebut.15 

 
D. Prosedur Mediasi 

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap Pra Mediasi 

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, 

yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk 

menempuh mediasi.16 

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun 

sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. 

Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan 

menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini 

mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun 

                                                 
15 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 44. 
16 PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat 1 
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kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan 

informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak 

yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang 

hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan 

menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan 

membicarakan perselisihan mereka.17 

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 

tahun 2008 ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan 

mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses 

mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara 

tersebut untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses 

mediasi. Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya Perma No. 1 tahun 

2008, sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun dalam 

berlakunya Perma yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling 

lama 40 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk 

oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan 

sidang sesuai dengan pasal- pasal tersebut, dengan ketentuan dapat 

dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan 

tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis 

dari mediator kepada hakim sidang. 

Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama 

dua hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib 

                                                 
17 Syahrial Abbas, Op. Cit., hlm. 37. 
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berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh 

Pengadilan. Dan jika dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa 

hukum mereka bersepakat tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para 

pihak wajib melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis 

hakim segera memberitahukan kepada mediator terpilih untuk menjelaskan 

tugas. Demikian pula sebaliknya, jika dalam waktu yang sama, para pihak 

tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan 

tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan ketua 

majelis berwenang untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok 

perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan 

fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan.18 

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang 

berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang 

bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol 

proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan 

mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana 

komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi 

situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak 

produktif lagi.19 

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi 

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi 

dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting 

                                                 
18 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 188. 
19 Abdul Manan, Op. Cit., hlm. 177. 
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dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan 

menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, 

yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang 

perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator 

dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. 

Adapun fungsi kaukus adalah : 

a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan 

yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya. 

b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, 

mengetahui garis dasar, menyelidiki agenda tersembunyi. 

c. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan 

prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara 

individual. 

d. Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk 

menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan 

mediasi. 

e. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi 

yang diusulkan. 

f. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk 

melaksanakan perundingan yang konstruktif. 

g. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan 

mempertimbangkan alternatif-alternatif baru. 
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h. Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk 

menerima penyelesaian.20 

Dalam tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan 

satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat  

beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, 

persentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan 

menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang 

disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan 

merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan 

penutup mediasi. 

Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses 

mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 Perma No. 1 tahun 

2008. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat 3 sistem 

pertemuan:  

a. Tertutup untuk umum 

Sistem ini merupakan sistem dasar. Hal ini ditegaskan dalam 

pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: ”proses mediasi pada asasnya tidak 

bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain”. 

b. Terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak 

Sistem yang kedua, terbuka untuk umum atau disclosure atau 

dalam peradilan disebut open court, yaitu sidang pengadilan yang 

dinyatakan terbuka untuk umum. 

                                                 
20 Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, (kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, IICT 2008). 
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c. Sengketa publik mutlak terbuka untuk umum 

Sistem proses mediasi yang ketiga, mutlak terbuka untuk 

umum. Cara ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: 

“Proses mediasi untuk segala sengketa publik terbuka untuk umum”.21  

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak 

dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan 

yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan jika 

dalam proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para 

pihak wajib menyatakan Secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang 

dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator 

memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada 

kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat 

dilaksanakan atau yang memuat i’tikad tidak baik. Para pihak dapat 

mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan 

dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya jika para pihak tidak 

menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta 

perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan 

gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. 

Dibandingkan dengan Perma No. 2 tahun 2003, Perma No. 1 tahun 

2008 lebih membuka sarana dan peran mediator non hakim di luar 

Pengadilan, dalam proses mediasi untuk mensukseskan penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan. Manakala para pihak dengan bantuan mediator 

                                                 
21 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 265. 
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bersertfikat telah berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan 

dengan kesepakatan perdamaian, maka perdamaian tersebut dapat diajukan 

ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian 

dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus 

disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-

dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan 

objek sengketa. Sedangkan hakim, dihadapan para pihak hanya akan 

menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian 

apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. Sesuai kehendak para pihak 

b. Tidak bertentangan dengan hukum 

c. Tidak merugikan pihak ketiga 

d. Dapat dieksekusi 

e. Dengan itikad baik.22 

3. Tahap Hasil Mediasi     

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah 

menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama 

dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan 

berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses 

mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak 

sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain 

                                                 
22 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 196. 
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untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak 

lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan 

tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.23  

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, 

mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, 

jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan 

penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib 

menyatakan pencabutan gugatannya.24 Tetapi jika dalam waktu seperti 

yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu 

menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis 

bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada 

hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim 

melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang 

berlaku. Pada tiap tahapan pemriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara 

tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga 

sebelum pengucapan putusan.  

   
E. Mediator 

Menurut PERMA No. 1 tahun 2008, pengertian mediator yaitu pihak 

netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari 

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara 

                                                 
23 Syahrial Abbas, Op. Cit., hlm. 53-54.  
24 Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional, 

(Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 221.   
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memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.25 Atau mediator adalah 

pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia 

tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator 

menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan 

mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara 

bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. 

Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan 

kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan 

akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah 

membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama 

menyelesaikan sengketa yang mereka alami. 

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para 

pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain:  

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak. 

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai 

dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. 

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa 

4. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap 

kesepakatan para pihak. 

5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun 

hasilnya.26  

                                                 
25 PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 1. 
26 Syahrial Abbas, Op. Cit., hlm.  64-65. 
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Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal- hal berikut 

dalam perundingan :  

1. Mempersiapkan dan notulasi perundingan. 

2. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak. 

3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah 

pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan. 

4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan 

5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan 

masalah.27  

Dalam mediasi peran seorang mediator tidak dapat diabaikan begitu 

saja. Seorang mediator memegang peranan penting dalam proses penyelesaian 

sengketa diantara kedua belah pihak. Seorang mediator haruslah netral dan 

juga tidak boleh ikut campur untuk memutuskan dan menetapkan suatu hasil 

substantif, para pihak sendiri yang akan memutuskan dan menetapkan apakah 

mereka akan setuju atau tidak terhadap isi keputusan dari mediasi. 

 Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan 

terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan 

menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. 

Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut 

diharapkan dapat mengefektifkan proses mediasi di antara para pihak yang 

bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada 

pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan 

                                                 
27 Muhammad Saifullah, Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di 

Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 79. 
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mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu 

penyelesaian sengketa tersebut.  Sebab , jika pihak ketiga yang netral tidak 

ikut terlibat, maka di antara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah 

pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap 

menang kalah, dan sebagainya.28  

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak 

terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai 

ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai 

mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh ketua 

pengadilan sebagai mediator. Oleh karenanya, setiap pengadilan memiliki 

daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan 

mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun. Jika dalam wilayah pengadilan 

yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada 

pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.  

Dalam Perma No. 1 tahun 2008 pasal 5 ayat (3) berbunyi: untuk 

memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat- syarat antara 

lain: 

1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkama Agung Republik  

Indonesia. 

2. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti 

pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai 

instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi. 

                                                 
28 Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 47. 
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3. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan 

untuk mediator bersertifikat di pengadilan. 

4. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang 

disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Tugas-tugas mediator yaitu: 

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada 

para pihak untuk dibahas dan disepakati. 

2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan 

dalam proses mediasi. 

3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus ialah 

pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh 

pihak lainnya. 

4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 

kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang 

terbaik bagi para pihak.29 

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan proses 

mediasi. Mediator memperoleh kewenangan tersebut dari para pihak, dimana 

mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa 

mereka. Kewenangan mediator terfokus pada upaya menjaga dan 

mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para 

pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah 

berjalan sebagaimana mestinya. 

                                                 
29 PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 15. 
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Kewenangan mediator terdiri atas: 

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar 

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai 

akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak 

melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan 

untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah 

solusi dalam penyelesaian sengketa. 

2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi 

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan stuktur dan 

momentum dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, di 

mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar 

menawar dalam menyelesaiakan sengketa. 

3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi 

Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak 

kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan 

proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk 

sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).30 

 
F. Tujuan dan Manfaat Mediasi 

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para 

pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Penyelesaian 

sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para 

pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka 

                                                 
30 Syahrial Abbas, Op. Cit., hlm. 83-84. 
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secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, 

dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah 

dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses 

mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan 

mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya 

keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum 

menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh para pihak. 

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti 

tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian 

sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri 

persengketaan mereka. Keiginan dan itikad baik ini, kadang- kadang 

memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan 

salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. 

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:31 

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif 

murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan 

atau ke lembaga arbitrase. 

2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, 

sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak- hak hukumnya. 

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara 

langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 

                                                 
31 Ibid, hlm. 25-26. 
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4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 

terhadap proses dan hasilnya. 

5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 

diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus. 

6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan 

saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa 

karena mereka sendiri yang memutuskannya. 

7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 

selalu mengiri setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh 

hakim. 

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya 

perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-

peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini 

upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan 

sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai 

landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini 

diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai. 

Mengembangkan mediasi di Indonesia merupakan suatu hal yang 

bermanfaat. Dilihat dari kekuatan potensial mediasi yaitu:  

1. Mampu memenuhi segitiga kepuasan, yaitu kebutuhan substantif, 

kebutuhan prosedural dan psikologis dari para pihak yang bersengketa. 

Kebutuhan substantif (rasional) adalah kebutuhan yang langsung mengenai 

pokok sengketa yang terjadi. Kebutuhan prosedural yaitu cara mediator 
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memperlakukan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Para 

pihak itu sendiri yang menentukan atau yang memutuskan cara 

penyelesaian sengketa mereka dengan menempatkan mereka sebagai 

subyek bukan sebagai obyek. Kebutuhan psikologis yaitu tetap menjaga 

dan memelihara hubungan pertemanan antara para pihak, meskipun kedua 

belah pihak pernah bersengketa. Dan hubungan pertemanan itu masih akan 

tetap terjaga oleh karena penyelesaian mereka win-win solution.. 

2. Penyelesaian mediasi lebih murah, cepat, dan efisien meski hal tersebut 

sifatnya relatif tapi berpotensi.  

3. Kepesertaannya, di sini kepesertaan dalam mediasi tidak terbatas pada 

orang yang merugikan saja. Dalam kasus-kasus publik misalnya terdapat 

sengketa atau konflik antara perusahaan iklan rokok atau media cetak, 

sebagai contoh dalam persoalan rokok melibatkan banyak pihak.32 

 

                                                 
32 Moch. Faisal Salam, Op. Cit., hlm. 237. 


